
   

 

 
 

 

 

BUPATI SERANG 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI SERANG 

NOMOR 63 TAHUN 2022    

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERANG, 

Menimbang  : a.  bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam 

asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka 

pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas 

sasaran pembangunan, serta perubahan kebijakan 

nasional, maka perlu dilakukan penyesuaian 

terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Serang Tahun 2022; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

5. Undang-Undang . . . 

SALINAN 
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  5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

  7.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

  11.  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

12. Peraturan . . . 
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  12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

  13.  Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 

2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 

Nomor 747); 

  14.  Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 

2013 Nomor 08); 

  15.  Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Serang Nomor 38); 

  16.  Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang 

Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43); 

  17.  Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah nomor 92); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SERANG TAHUN 2022. 

   BAB I . . . 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;  

1. Daerah adalah Kabupaten Serang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Serang. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas 

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan 

dan Lembaga Lain. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) 

Tahun. 

8. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja 

adalah dokumen perencanaan kerja untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah 

dokumen perencanaan kerja SKPD untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

10. Rencana Kerja . . . 
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10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, 

rencana belanja program dan kegiatan SKPD 

serta rencana pembiayaan sebagai dasar 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). 

11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya 

disingkat KUA adalah dokumen yang memuat 

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana 

program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk 

setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati 

dengan DPRD. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD 

adalah Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah yang merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan untuk periode 5 

(lima) tahun. 

14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

yang merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun. 

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang 

selanjutnya disebut MUSRENBANG adalah 

forum antar pelaku dalam rangka menyusun 

rencana pembangunan Nasional, Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten Serang. 

16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Serang. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah suatu 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah 

yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan 

dengan Peratuan Daerah. 

BAB II . . . 
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BAB II 

PERUBAHAN RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2022 

merupakan dokumen perencanaan daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai 

pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Perubahan pada tahun 2022. 

 

Pasal 3 

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2022 

memuat dokumen perubahan perencanaan 

pembangunan tahunan daerah untuk periode 

tahun 2022. 

(2) Dokumen perubahan perencanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 

a. rancangan kerangka ekonomi daerah; 

b. program prioritas pembangunan daerah; dan 

c. perubahan rencana kerja dan pendanaan. 

(3) Rincian dokumen perubahan perencanaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

Pasal 4 

Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2022 

dijadikan: 

a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD 

dalam penyusunan perubahan KUA dan PPAS 

Perubahan Tahun 2022 untuk menyusun APBD 

Perubahan Tahun 2022; dan 

b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam 

penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2022. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Serang. 

 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal  8 Agustus 2022 

 

      BUPATI SERANG, 
 

 

                 ttd.  

                                                                RATU TATU CHASANAH 

 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal  8 Agustus 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, 

                              
 

                              ttd.  

 

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 63 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan 

Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN SERANG 

ttd 

SUGI HARDONO, SH., MM 

NIP. 19670321 199203 1 008 

 


